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WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULA'WESISELATAN 
PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR: 20 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERJALAN'AN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo 

tentang Perjalanan clinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo 

Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4186); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
6. Undang - .Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah; 

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negari; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuan.gan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

.. 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo. 

5. Walikota adalah Walikota Palopo. 
6. Wakil Walikota. adalah Wakil Walikota. Palopo. 
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo. 
8. Pimpinan DPRD aclalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kata Palopo. 

9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah 
Kota Palopo. 

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Da.erah Kota palopo yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah. 
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya clisingkat PNS adalah warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerinta.han. 

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS 

adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya 

yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan 

tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis professional dan 

administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD kota palopo 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

� 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat 

Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk 

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat 

yang ditetapkan oleh Penguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka 

{Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya 

perjalanan dinas. 
16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan 

ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik 

perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang 
untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo. 

17. Lumpsum adaJah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre- 
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 
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(2) Perjalanan dinas sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah 
c. Perjalanan Dinas Luar Negeri 

(3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat d.iberikan kepada : 
a. W alikota dan Wakil Walikota 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD 
c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 

d. Pega.wai Non PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

e. Anggota kelompok masyarakat dan/atau individu yang memiliki keterkaitan 

terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

BABm 
PRIRSJP PERJALARAN DINAS 

Pasal 3 

(1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana 

berikut: 
a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

Perangkat Daerah; 

c. efisiensi penggunaan belanja daerah. 

d. akuntabilita.s pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan 

pembebanan biaya perjalanan dinas. 

!'1"''t\, (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus 

memenuhi aza.s-aza.s : 

a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan 
dengan kebutuhan rill sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, 

namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam 

Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. 

b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan 
kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, 

sedangkan; 

c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan 
efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan 
untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas 
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misalnya mengmm berkas melalui jasa pengiriman, mengirim 
data/ informasi melalui media elektronik, dll. 

d. Azas efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas 
memperhatikan pencapaian pelaksanaan tugas dengan maksimal serta 
memperhatikan jenis pengeluaran secara riil dan rasional; 

e. Azas selektif berarti hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

BAB IV 

PBRJALANAN DINAS DAL.AM DAERAH 

Pasal 4 

(i) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam 

wilayah kerja Pemerintah Kata Palopo. 

(2) Perjalanan djnas dalam daerah dapa.t diberikan untuk kegiatan Peninjauan 
� lapangan/monitoring, pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), pendataan, 

penyuluhan clan / ata.u reses. 
(3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk melaksanakan tugas 

yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam d.alam 1 (satu) hari. 

Pasal S 

Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum dan besarannya 

diatur dalam Peraturan Walikota ini. 

BABV 

PBRJALANAR DIRAS KELUAR DAERAH 

Pasa16 

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka: 
a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; 
b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan 

sejenisnya; 
c. detasering atau penugasa.n sementara waktu; 
d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 
e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap 

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat 
keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabat.an; 
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e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan 

berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; 

f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan 

berdasarkanjumlah waktu sesuai penugasan; 

g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan 

berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; 
h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan 

berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan 

keluarga/pendamping Paling banyak 2 {Dua) orang; 

i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 6 huruf i, diberikan 

berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, 

(2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana SPPD harus melampirkan bukti yang 

dapat menunjukkan alasan kelebihan jumlah hari tersebut. 

Pasal 9 

(1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan 

DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 

2 ayat (2) diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

(2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota., Pimpinan 

beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah. 

(3) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh lstri/Suami 

dalam melaksa.nakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat 
langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dapat diberikan biaya 

perjalanan dinas yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas pejabat 

Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan. 

(4} Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya 

Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat disetarakan dengan 

Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada Struktur PKK 

dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan 

Anggot.a PKK disetarakan dengan St.andar Biaya Perjalanan Dinas Sta.f. 

(5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Palopo 
disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Wakil Ketua 

Dhanna wanita dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas 

Eselon IV, dan anggota Dharmawanita disetarakan dengan Standar Biaya 
Perjalanan Dinas Staf; 

(6) Untuk Organisasi/Lembaga yang clibentuk dengan Keputusan Walikota Palopo 
dan Organisasi/Lembaga lainnya yang mengelola dana bantuan keuangan dan 
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(3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

-----·· ·�··-.::'"'-- � 
TELAH C ;;-z; : .: TA �liGAL 

1. Sokretar .. , i, 

2-�:0\') .. t1.rf:li.A.')...:..1_ 
"'. '�� ·., ..... \:-il_¥.VVV\ . . . . I 

4. Ke�.102��\:\J�;�·f&r�ich 
_ 
� 

·--- --j 

Diundangkan di Palopo 
pada ggal !t Nopember 2016 

Pit. SE ARIS DAERAH, 

Ditetapkan di P a I o p o 

pada tanggal 17 Nopember 2016 

WALIKOTA PALOPO, 

J UDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 20 

19 

TAHUN 2016 
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CONTQHBLANGKQ SPPD IIALAMAN DIPAN 

PEMERINTAH KOTA P ALOPO 
SKPD 

JL Andi Djemma No. 139, Telp. (0471) 327458 - 21018, Fax (0471) 327458 Palopo 

SURAT PERINJAH PERJALANAN DINA§ 
NOMOR: I /2015 

1 Pejabat yang memberi perintah 

NaDB I NIP Pepwai yang diperintahkan 

me� perjaJanan dinas 

· Kepa1a Dims 

3 Jabatan 

� Pangkat/Oolonpn 

4 Perjalanan Dims yang diperintahkan Dari :PALO PO 
Ke 
Tranportasi menggunakan : 

5 Perjalanan Dims yang direranakan 

7 Permtun{Jln Bilya Perjalanan 

� 
o Keterangan 

. SeJama 
Dari umggaI ; 
s/d. Tanggal : 

Atas beban : Pemerinlah Kota Palopo 
Kode Rekening : 

Lihat sebelah 

Diceluarkan di Palopo 
Pada� 2015 

KEPAIA. DINASIBADAN 

................................ 
NIP. 
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CONTOH BLANGKO SPPD DALAM DAERAH HALAMAN DEPAN 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 
NAMASKPD 

'F.q; (0471) 22677 !l'ofopo 

Dasar 

Kepada 

Untuk 

SURATTUGAS 
Nomor: 900.4/ /DPPKAD/I/xxx 

: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral 
Perimba.ngan Keuangan Nomor: KEP-39/PK.1/KPA/PPKED-UH/2016 
, maka dengan ini: 

MENUGASKAN 

1. Nama 
NIP 

Jabatan: 

2. Nama 

NIP 
Jabatan : 

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggungjawab. 

Kepala SKPD 

•••.•......................•.•..•• 
Nip. 
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Rl1'CJA1' BIAYA PBRJALABAN DlllAS 

SPPDNomor 
Tanggal 

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANOAN 
1. Rp. 
2. Rp. 
3. Rp. 
4. Rp. 
5. Rp. 
6. Rp. 
7. Rp. 

JUMLAH ....................... Rp, 

telah dibayar sejumlah 
�································ 

� Bendahara Pengeluaran 

,., ) 
NIP •••••••••••••••••••••••• 

'I'�� •••..•...•••••••••• 
telah menerima jumlah uang sebesar 
iii) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yang Menerima 

, .........•............•..•... ) 
NIP •••••••••••••••••••••••• 

PBRBITUBGAN SPPD RAIIPUNG 

Ditet.a.pkan Sejurnlah 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang/lebih 

: Rp . 
: �p . 
: �- ..•..•.••.•••••............. 

'I'an�, . 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

( ......•................•..........•. ) 
NIP . 

7 







ll<>ll<>ll: •••••••••••••••••••••••••••••• 
Yang bertandatangan dibawah ini : 

NAMA 
NIP 
JABATAN 
UNITKERJA 
SKPD 

Menyatakan dengan sesungguhnya behwa tugas perjalanan Dinas jabatan atas 
nama: 

NAMA 
NIP 
JABATAN 
UNITKERJA 
SKPD 

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas 
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu 
........................................................................................................................ 

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak 
dapat diganti Iain oleh pejabat/pegawai negeri lain. 
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untukdapat 
dipergunakan aepertinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Palopo, .•. , . 
Yang membuat pemyataan 

.....•.•....•...•..•.....•..... , 
NIP. 

WALIKOTA PALOPO. 

M. JUDAS AMIR 
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LA1IIPIRAR PBRATURAB W41JKOTA PALOPO 
IIOMOR : 
TAKGGAL 
TBIITAIIG : PBRJALAIIAR DUfAS LIRGKUP PBIIBRINTAH KOTA PALOPO TAIIUII 

AJIGG.ARAII 2017 

a) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 

No. JABATAN SATUAN JUMLAHSPPD 

1 WALJKOTA OH Ro 100 .. 000 
2 WAKIL WALIKOTA OH Rp 100.000 
3 KE'IUADPRD OH Ro 100 .. 000 
4 WAKIL KETUA DPRD OH Rp 100.000 
s ANGGOTADPRD OH Rp 100.000 
6 PNS OH Rp 50.000 
7 NONPNS OH Rp 50.000 

b) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah : 
UANGHARIAN 

No. TUJUAN SAlUAN NONDIKLAT/ DIKLAT / KEG. LAINNYA 
�IA ... IUVA 

1 NANGR0£ ACEH OH. Rp 360.000 .ftp 110.000 
2 SUMATERA UTARA OH Rp 370.000 Rp 110.000 
3 Rf AU . OH Rp 370.000 RP 110.000 
4 KEPULAUAN RIAU OH Rp 370.000 Rp 110.000 
5 JAMBI OH Rp 370.000 RP U0.000 
6 SUMATERA BARAT OH Rp 380.000 RP 110.000 
1 SUMA'IBASElATAN OH Ro 380.000 RD U0.000 
8 LAMP UNG OH RD 380.000 RD 110.000 
9 . B£N6fCUlU OH Rp 380.000 RP 11-0.000 
10 BANGKA BELITUNG OH RP 410.000 RD 120.000 
11 &ANTEN . , OH Ro 370.000 RP 110.-000 
12 JAWABARAT OH Rp 430.000 Rp 130.000 
H · O.«.t. JAKARTA OH Rp 530.000 Rp .. 169.000 
14 JAWATENGAH OH Rp 370.000 Rp 110.000 
1·5. 0.1. VOGVAKARTA · OH RP · 420.000· Ro. · 130.000. 
16 JAWATIMUR OH Rp 410.000 Rp 120.000 
17 8All OH . .ftp 480.000 Ro 149.000 
18 NUSATENGGARABARAT OH Rp 440.000 Rp 130.000 
19 NUSA-�TIMUR OH Ro 430.000 RP· 130.000 
20 KALIMANTAN BARAT OH RP 380.000 RP 110.000 

.21 KAUMANTAN lENGAH OH Ro 360.000. Ro · 110.-000 
22 KALIMANTAN SELATAN OH RD 380.000 RD 110.000 
23 �·· ....... _AN"RMUR OH Ro 430.000: Ro 130.000 
24 KALIMANTAN UTARA OH Ro 430.000 RP 130.000 
25 SUlAWESf UTARA OH Ro 370.000 Ro 110.-000 
26 GORONTALO OH Rp 370.000 Rp 110.000 
27 SUlAWESf.BARAT OH Rp 410.000 Rp 120.000 
28 SULAWESI SELATAN OH Ro 430.000 Ro 130.000 
- ' ..... «ecuaff:._ .. .. - ··-·· .. . .. 

' - - .. - - -. 
KAB.LUWU OH Rp 300.000 Rp 110.000 

: «AB .. lUWU UTARA •. OH ftp 300�000 Rp 110.GOO 
KAB. TORAJA UTARA OH Rp 300.000 Rp 110.000 

29 SUlAWEStTEN6Aff OH ftp 370.000 fto 110.000 
30 SULAWESI TENGGARA OH RD 380.000 RP 110.000 a1. MAl-UKU OH Ro 380�000 ftp 110.000 
32 MALUKU UTARA OH Ro 430.000 RP 130.000 aa .... · PAPUA. OH· Ro sao.ooo· ftit .... .. 11-0.000. 
34 IRIANJAYABARAT OH RD 480 .. 000 RD 140..000 

Cata tall: 
Besa.ran Uang Harian, untuk diklat/ kBgiatan lainnya sebegaimane dalam tabel 
di atas, apabila terdapat kewajiban pembeyaran kontribusi yang mencakup 
biaya konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara. 
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